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ABSTRAK 

  
Kota-kota kecil cepat tumbuh dengan populasi kurang dari 500.000 jiwa banyak 

tumbuh di negara berkembang. Di Indonesia perkembangan kota-kota kecil cepat tumbuh 

banyak muncul di kabupaten-kabupaten. Perkembangan kota-kota kecil/kawasan 

perkotaan kabupaten cepat tumbuh menjadi beban bagi pemerintah kabupaten. 

Pemerintah kabupaten masih belum mampu mengelola kawasan perkotaan yang cepat 

tumbuh. Ketidakmampuan pemerintah kabupaten mengelola kawasan perkotaan 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, kapasitas institusi tidak memadai, hal ini disebabkan 

oleh: (1) terbatasnya jumlah SDM; (2) terbatasnya kapasitas aparat; (3) tidak adanya 

mekanisme yang jelas dalam pengelolaan kawasan perkotaan; (4) tidak adanya institusi 

khusus mengelola kawasan perkotaan dengan kewenangan memadai; (5) terbatasnya 

infrastukruktur dan layanan perkotaan; dan (6) terbatasnya kemampuan keuangan daerah. 

Kedua, tantangan yang terlalu besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan kawasan 

perkotaan kabupaten sangat cepat dan pertumbuhan perkotaannya terus-menerus meluas 

menyebabkan dalam satu kabupaten dapat memiliki banyak kawasan perkotaan. 

Keberadaan kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh belum direspon baik 

oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada: (1) banyak permasalahan yang tidak tertangani 

dengan baik karena tidak memiliki pengelolaan sendiri; (2) kawasan perkotaan kabupaten 

cenderung tidak berkembang secara mandiri; (3) proses pembangunan tidak berjalan 

efektif, (4) menciptakan risiko defisit penyediaan infrastruktur maupun layanan;            

(5) penurunan standar hidup; (6) menciptakan kemiskinan perkotaan; dan (7) mendorong 

terciptanya perkampungan kumuh. Berdasar atas kondisi tersebut, maka perlu dicari 

alternatif agar kawasan perkotaan kabupaten memiliki kesempatan pengelolaan yang 

lebih baik.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi stakeholders 

desa terhadap peluang pengembangan kerjasama antara desa dalam konteks pengelolaan 

kawasan perkotaan kabupaten cepat tumbuh, yang menjadi permasalahan bersama. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk 

mengungkap permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data stastistik. Dimana 

sumber informasi utama adalah hasil wawancara dari para narasumber. Isu utama yang 

diangkat, dalam konteks pengelolaan kawasan perkotaan kabupaten, adalah pengelolan 

sampah dari lima desa perkotaan yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, menurut para stakeholders kerjasama antar desa dalam pengelolaan 

sampah pada kelima desa perkotaan berpeluang untuk dilakukan. Bentuk kerjasama yang 

potensial untuk dikembangkan menurut para stakeholders adalah berupa Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) Bersama. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi kerjasama tersebut, 

yang dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) hal-hal yang menjadi 

hambatan, (2) hal-hal yang menjadi tantangan dan (3) hal-hal yang menjadi pendorong. 
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